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PRAKATA
Preface

AGUNG TRI PRASETYO

Head of Bureau of Public Relation and
Foreign Cooperation,
Ministry of Marine Affairs and Fisheries

Puji dan syukur senantiasa kita
panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa karena atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga Laporan Pelaksanaan
Kegiatan International Workshop
on Eradication of IUU Fishing for
Regional Plan of Action to Promote
Responsible Fishing Practice
inclucing Combating IUU Fishing in
the Region (RPOA-IUU)
Participating Countries and Pacific
Countries yang dilaksanakan
secara virtual pada tanggal 9-11
Agustus 2021 dalam kerangka
Kerja Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST) dapat
diselesaikan.

IUU Fishing tidak dapat dipungkiri
telah menghalangi upaya dunia
internasional untuk memastikan
keberlanjutan sektor perikanan
yang memiliki peran penting dalam
pencapaian ketahanan pangan.
Kerusakan lingkungan, penurunan
sumber daya ikan, dan menurunnya
kesejahteraan nelayan hanyalah
sebagian kecil dari dampak nyata
dari praktik IlUU Fishing.

All praise and gratitude are
always be uttered to Allah SWT,
The God Almighty for countless
blessing and guidance so that
we can complete the Report of
the International Workshop on
Eradication of IUU Fishing for
Regional Plan of Action to
Promote Responsible Fishing
Practice including Combating
IUU Fishing in the Region
(RPOA-IUU) Participating
Countries and Pacific Countries,
which was virtually held on 9-11
August 2021 in the framework of
South-South Cooperation and
Triangular (SSCT).

IUU Fishing certainly has
hindered international efforts to
ensure the sustainability of
fisheries sector which is
important in achieving food
security. Environmental damage,
the depletion of fish resources,
and the decline of the
fishermen welfare are only a
small number of destructive
impact from [UU Fishing

practices.



Oleh karena itu, Indonesia telah
bekerja sama dengan negara-negara
lain melalui forum bilateral, regional
dan multilateral dalam memperkuat
kolaborasi, pelaksanaan dan
pengawasan yang bertujuan untuk
mendeteksi, mencegah, dan memerangi
IUU Fishing.

Pelaksanaan Workshop ini merupakan
bukti nyata kontribusi Indonesia dalam
membantu mengatasi permasalahan
IUU Fishing di kawasan regional,
melalui dukungan kegiatan peningkatan
kapasitas yang menyediakan informasi
dan pengetahuan untuk mengatasi [UU
Fishing dan mempromosikan praktik
perikanan yang berkelanjutan,
terutama di masa pandemi Covid-19.

Laporan pelaksanaan ini memuat data
terkait kegiatan International
Workshop dengan harapan dapat
dijadikan bahan evaluasi untuk
perbaikan dan penyempurnaan pada
kegiatan capacity building di waktu
yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya ingin
menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dan terlibat dalam
penyelenggaraan workshop dan
penyusunan laporan ini. Semoga
Laporan ini dapat memberikan manfaat
seperti yang diharapkan.

Therefore, Indonesia has been
collaborating with other countries
through bilateral, regional, and
multilateral forum in strengthening
collaboration, enforcement, and
surveillance aimed at detecting,

deterring and eradicating IUU Fishing.

This Workshop is one of the concrete
actions of Indonesian contribution in
solving IUU Fishing issues in the region
by supporting capacity building
program which provides information
and knowledge to combat IUU Fishing
and promote sustainable fisheries
practices, especially in the midst of

Covid-19 pandemic.

The report contains data of the
activities conducted in the
International Workshop, which
hopefully can be used as an evaluation
for improvement and refinement of
capacity building activities in the

Sfuture.

I would like to take this opportunity to
express our gratefulness and
appreciation to all parties who have
contributed and involved in organizing
the workshop and the preparation of
this report. May the report deliver their

expectation to the fullest.



KATA PENGANTAR

Foreword

MARIA RENATA HUTAGALUNG

Director for Technical Cooperation,
Ministry of Foreign Affairs

Kerja sama pembangunan
internasional menjadi aspek penting
dan integral dari kebijakan luar
negeri Indonesia. Indonesia
berkomitmen untuk memajukan kerja
sama yang konkrit dan berkontribusi
terhadap tujuan pembangunan
berkelanjutan, baik di tingkat
regional maupun global, di berbagai
bidang.

Sebagai negara kepulauan terbesar
di dunia, Indonesia memahami
pentingnya sektor kelautan dan
perikanan dalam aspek ekonomi dan
sosial budaya di masyarakat. Sektor
perikanan tidak saja berperan
penting dalam mendukung
penghidupan masyarakat pesisir
tetapi juga dalam upaya mewujudkan
ketahanan pangan nasional dan
global.

Illegal, unreported and unregulated
(IUU) fishing merupakan ancaman
serius bagi upaya tersebut. Hal ini
dikarenakan IUU Fishing dan
kejahatan global terorganisir di
industri perikanan dapat
melemahkan upaya-upaya
pelestarian dan pengelolaan
perikanan berkelanjutan dan
bertanggung jawab di tingkatan
nasional maupun kawasan dalam
jangka panjang.

International development
cooperation has always been an
important and integral aspect of
Indonesia’s foreign policy.
Indonesia is committed to
advance concrete cooperation
and contribute towards regional
and global goals of sustainable

development in various sectors.

As the largest archipelagic
nation in the world, Indonesia
acknowledges the importance of
marine and fisheries sector both
in economic and social-cultural
aspect. Not only does fisheries
sector provide local coastal
communities a livelihood but it
also plays an important role in
attaining national and global

food security.

Illegal, unreported and
unregulated (IUU) fishing poses
a threat to this goal as it
undermines national and
regional efforts to conserve and
manage fisheries products and
hampers the progress in
achieving long-term sustainable

and responsible fisheries sector.



Menyadari pentingnya isu [UU Fishing,
Pemerintah Republik Indonesia
memberikan perhatian penuh pada
pemberantasan IUU Fishing. Upaya ini
telah dilakukan, antara lain, melalui
penguatan implementasi peraturan
nasional dan koordinasi erat antar
Kementerian dan Lembaga terkait.
Namun, kerja sama yang kuat antar
negara melalui skema bilateral,
regional dan multilateral juga terus
ditingkatkan mengingat praktik [UU
Fishing terjadimelampaui batas laut
yang melintasi kawasan teritorial satu
negara. Upaya kolaboratif antar negara
menjadi kunci dalam menanggulangi isu
IUU Fishing di kawasan.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Republik
Indonesia berkomitmen untuk terus
meningkatkan kerja sama internasional
untuk memberantas IUU Fishing dan
mewujudkan industri dan produk
perikanan yang berkelanjutan.

Kegiatan lokakarya bertajuk
“International Workshop on Eradication
of Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing for RPOA-IUU Participating
Countries and the Pacific Region
Countries” yang telah berlangsung
pada 9-11 Agustus 2021 merupakan
salah satu wujud komitmen Pemerintah
Indonesia memajukan kerja sama
mengatasi I[UU Fishing.Lokakarya ini
berlangsung atas kerja sama
Kementerian Kelautan dan Perikanan
dan Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia dengan Non-Aligned
Movement Center on South-South and
Triangular Cooperation (NAM-CSSTC)
dan Regional Plan of Action on IUU
Fishing Secretariat (RPOA-IUU).

Noting its importance, combating [UU
fishing has been a priority concern of
the Government of the Republic of
Indonesia. A number of measures has
been taken by the Indonesian
Government to strengthen national
efforts through assertive
implementation and close inter-
institution coordination. The fight
against IUU fishing however also
requires strong cooperation between
countries through bilateral, regional
and multilateral schemes, as IUU
fishing practices extend beyond sea
boundaries and national borders.
Collaborative efforts between countries
is key to combat IUU fishing practices

in the region.

In that regard, the Government of
Indonesia is committed to strengthening
international cooperation in combating
[UU Fishing in the region and
developing sustainable fisheries

industries and products.

The holding of the Intenational
Workshop on Eradication of Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing for
RPOA-1UU Participating Countries and
the Pacific Region Countries on 9-11
August 2021 is a reflection of
Indonesia’s commitment to eradication
of IUU fishing. This Workshop has been
conducted by the Government of the
Republic Indonesia, thorugh the
Ministry of Marine and Fisheries and
Ministry of Foreign Affairs, in
coordination with the Non-Aligned
Movement Centre for South-South
Technical Cooperation (NAM CSSTC),
and Regional Plan of Action on 1UU
Fishing Secretariat (RPOA-IUUF).



Lokakarya ini telah menggarisbawahi,
antara lain, dua aspek penting yang
perlu diperkuat dalam menanggulangi
IUU Fishing, yakni perlunya upaya

kolaborasi serta peningkatan kapasitas

untuk mendeteksi dan menanggulangi
IUU Fishing. Pemerintah Republik
Indonesia berharap lokakarya ini telah
membantu memfasilitasi koordinasi
antar negara peserta dalam upaya
penanggulangan IUU Fishing di
kawasan, mengidentifikasi sumber
daya yang tersedia dan dapat
dimanfaatkan bersama, seperti
keahlian, best practices, kerangka
kemitraan dan program pengembangan
kapasitas, dan pada gilirannya
mendorong rencana konkret bersama
dalam memperkuat kapasitas negara-
negara peserta dalam penanggulangan
isu lUU Fishing.

Sebagai penutup, Pemerintah Republik
Indonesia akan terus mendukung dan
membuka peluang kerja sama lain di
masa depan dalam mendukung
peningkatan kapasitas dalam hal
penanggulangan [UU Fishing guna
membantu dan memberikan solusi yang
nyata untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Among the key points discussed in the
Workshop were the importance of
developing collaboration and the
capacity to detect and enforce anti-1UU
fishing regulations. It is hope that the
Workshop has facilitated better
coordination between countries in the
effort to tackle 1UU fishing in the
region, identification of available
resources, including expertise, best
practices, partnership framework, and
capacity building programs, which in in
turn enable concrete action plan in

eradicating 1UU fishing.

In conclusion, the Government of the
Republic of Indonesia is committed to
explore and support future cooperation
with participating countries in
addressing IUU fishing in order to
assist and provide workable solutions
in achieving sustainable development

goals.






KATA PENGANTAR

Foreword

IR. SUHARTA, MSI
RPOA-1UU Secretariat Coordinator

Pandemi COVID-19 telah
mengakibatkan perubahan
signifikan dalam setiap aspek
kehidupan di seluruh dunia. Bukan
hanya menghadirkan permasalahan
di bidang kesehatan, Covid-19 juga
memberikan tantangan tersendiri
bagi pengelolaan perikanan dan
penegakan hukum, termasuk dalam
pelaksanaan monitoring,
surveillance, and control (MCS).
Hal tersebut memunculkan
kekhawatiran akan meningkatkan
terjadinya praktik Illegal,
Unreported and Unregulated (IUU)
Fishing. Oleh sebab itu, kerja sama
antar negara mutlak diperlukan
sebagai langkah strategis dan
operasional dalam penguatan
pemberantasan IUU Fishing di
Kawasan, khususnya di masa
pandemi ini.

Bertitik tolak dari hal tersebut di
atas, RPOA-IUU sebagai sebuah
inisiasi regional yang
mempromosikan tata kelola
perikanan berkelanjutan termasuk
diantaranya pemberantasan IUU
Fishing, menyambut baik uluran
kerja sama dari Pemerintah
Republik Indonesia dan Non-Blok
Movement Center for South-South
Technical Cooperation (NAM
CSSTC) untuk menyelenggarakan

The COVID-19 pandemic has
caused significant changes in
every aspect of life worldwide.
It is not solely presenting
problems in the health sector,
but COVID-19 also bring their
own challenges on fisheries
management and law
enforcement, including the
implementation of monitoring,
control, and surveillance (MCS).
It raises concerns on the
increased number of Illegal,
Unreported, and Unregulated
(1UU) fishing practices.
Therefore, the cooperation
between countries is absolutely
required as a strategical and
operational action in
strengthening the eradication of
TUU fishing in the region,
particularly during the

pandemic.

Based on the aforementioned,
RPOA-1UU, a regional initiative
that promotes sustainable
fisheries management, including
combating IUU fishing, welcomed
the cooperation offer from The
Government of The Republic of
Indonesia and The Non-Aligned
Movement Center for South-
South Technical Cooperation
(NAM CSSTC) to conduct



The International Workshop on
Eradication of IUU Fishing pada 9-11
Agustus 2021 secara virtual.
Workshop ini merupakan momen yang
baik bagi negara-negara di Kawasan
untuk saling bertukar pemikiran, ide
dan gagasan termasuk aksi yang perlu
dilakukan dalam memerangi [UU
Fishing.

Terima kasih dan apresiasi kepada
Coordination Committee Meeting dari
negara-negara anggota RPOA-IUU:
Australia, Brunei Darussalam, Kamboja,
Indonesia, Malaysia, Papua Nugini,
Filipina, Thailand, Timor-Leste, dan
Vietnam yang telah hadir dan
berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.
Ini tentu menjadi hal yang positif dalam
upaya mendorong kerja sama dalam
mempromosikan tata kelola perikanan
yang berkelanjutan termasuk
pemberantasan IUU Fishing. Harapan
kami dari Sekretariat RPOA-IUU tentu
agar ke depan kerja sama ini semakin
baik dan ditingkatkan.

Demikian yang bisa kami sampaikan
sebagai kata pengantar dalam laporan
pelaksanaan The International
Workshop on Eradication of IUUF.
Semoga bermanfaat dan memperkuat
upaya kita semua dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan [UU
Fishing.

The International Workshop on
Eradication of I1UU Fishing on 9-11
August 2021 virtually. The workshop was
aimed to be a forum for countries in the
region to share their thoughts, ideas, and
notions, including necessary prioritized

action plan to combat IUU Fishing.

Our appreciation and gratefulness are
given to the Coordination Committee
Meeting from RPOA-1UU participating
countries; Australia, Brunei Darussalam,
Cambodia, Indonesia, Malaysia, Papua
New Guinea, Philippines, Singapore,
Thailand, Timor-Leste, and Viet Nam who
were able to attend and actively
participate in the workshop. The
workshop was certainly a positive effort
to encourage cooperation in promoting
sustainable fisheries managdement,
including combating IUU fishing. As the
RPOA-IUU Secretariat, we are expecting
that this cooperation will achieve better

and improve in the future.

Hereby we deliver the foreword for the
activity report of The International
Workshop on Eradication on [UUF.
Hopefully, it will be useful and
strengthen all of our effort to prevent and

eradicate IUU Fishing.



KATA PENGANTAR

Foreword

DIAR NURBINTORO

Acting Director of Non-Aligned
Movement Centre for South-South
Technical Cooperation (NAM CSSTC)

Memerangi IUU Fishing
membutuhkan kerjasama dan
koordinasi antar negara yang kuat
melalui kerjasama bilateral,
regional dan multilateral. Negara-
negara telah menyiapkan berbagai
inisiatif untuk memfasilitasi kerja
sama dan koordinasi dalam
memerangi IlUU Fishing. Namun,
pandemi Covid-19 telah
mengganggu operasi, upaya dan
kapasitas pemantauan. Sebagai
akibat dari seringnya pembatasan
operasi di atas kapal, inspeksi di
pelabuhan dan di pantai, tingkat
IUU Fishing masih melonjak.

Oleh karena itu, pertukaran
pengetahuan tentang cara
mengatasiisu I[UU Fishing di
tengah pandemi Covid-19 dengan
mengadakan lokakarya virtual
dapat menjadi langkah strategis
untuk meningkatkan kapasitas
pemberantasan IUU Fishing,
seperti yang dilakukan oleh
Pemerintah Republik Indonesia,
Non-Aligned Movement Centre for
South-South Technical
Cooperation (NAM CSSTC) dan

Regional Plan of Action to Promote

Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU Fishing in

the Region (RPOA-IUU) dari tanggal

9 hingga 11 Agustus 2021.

Combating IUU fishing requires
strong cooperation and
coordination bhetween countries
through bilateral, regional and
multilateral cooperation. Countries
set up numerous initiatives to
facilitate cooperation and
coordination in the fight against
TUU fishing. The Covid-19 pandemic
has, however, interrupted
monitoring capacity operations and
efforts. As a result of the
restriction on frequent on-board
operation, in-port and at-shore
inspections, the extent of 1UU
fishing is still being enlarged.

The exchange of knowledge on
how to tackle the issues of the
TUU fishing in the midst of the
Covid-19 pandemic by holding a
virtual workshop could therefore
be a strategic measure for
increasing the IUU fishing
eradication’s capacity, as
conducted by the Government of
the Republic of Indonesia, Non-
Aligned Movement Centre for
South-South Technical
Cooperation (NAM CSSTC) and
Regional Plan of Action to
Promote Responsible Fishing
Practices Including Combating
IUU Fishing in the Region
(RPOA-1UU) from 9th to 11th of
August 2021.



Laporan ini disusun berdasarkan lokakarya
berjudul: ‘Pemberantasan Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing untuk
Negara Peserta Regional Plan of Action to
Promote Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU Fishing in the
Region (RPOA-IUU) dan Negara Pasifik.’
Sekitar 40 delegasi dari negara peserta
RPOA-IUU dan negara Pasifik
berpartisipasi.

Lokakarya ini bertujuan untuk lebih
meningkatkan saling pengertian dalam
pencegahan dan pemberantasan IUU
Fishing serta penguatan kerjasama
pencegahan dan pemberantasan IUU fishing
antara negara peserta RPOA-IUU dengan
negara-negara Pasifik.

Hasil yang diharapkan adalah untuk berbagi
informasi dan pengetahuan tentang
dampak IUU Fishing di seluruh dunia dari
perspektif ekonomi dan lingkungan, dan
untuk meningkatkan kesadaran tentang
perlunya meningkatkan koordinasi di antara
negara-negara peserta RPOA-IUU dalam
perjuangan melawan IUU Fishing. Alhasil,
lokakarya ini memberikan peluang besar
tidak hanya untuk meningkatkan
pemahaman bersama tentang faktor-faktor
yang terkait dengan pencegahan dan
pemberantasan IUU Fishing, tetapi juga
untuk meningkatkan kesadaran tentang
dampak ekonomi dan ekologis dari [UU
Fishing di dunia.

Laporan ini mencerminkan semangat
diskusi para peserta. Konsep-konsep yang
disebutkan dalam lokakarya disertakan.
Diharapkan laporan ini dapat
dipertimbangkan untuk digunakan pada
lokakarya IUU Fishing lainnya.

Laporan ini berupaya memberikan wawasan
praktis dan teori kepada pejabat
pemerintah tentang masalah yang mereka
hadapi dalam memberantas IUU Fishing.

This report was drawn up based on a
workshop entitled: ‘Eradication of Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing for
Regional Plan of Action to Promote
Responsible Fishing Practices Including
Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-
IUU) Participating Countries and Pacific
Countries.” Some 40 participants from RPOA-
IUU participating countries and Pacific

countries participated.

The objective for the workshop was the
further improvement of mutual understanding
in respect of the prevention and eradication
of 1UU fishing and the reinforcement of
cooperation in prevention and eradication of
IUU fishing between the RPOA-IUU

participating countries and Pacific countries.

The expected outcome was to share
information and knowledge on the worldwide
impact of the IUU fishing from an economic
and environmental perspective, and to raise
the awareness about the need to improve
coordination among the RPOA-IUU
participating countries in the struggle
against 1UU fishing. As a result, the workshop
provided a great opportunity not only to
increase mutual understanding on factors
related to IUU fishing prevention and
eradication, but also to enhance awareness
about the economic and ecological impact of
IUU fishing on the world.

The present report reflects the participants’
spirit of discussion. The concepts mentioned
in the workshop are included. It is hoped that
some of these materials may be considered
appropriate for use on other [UU fishing

workshops.

The report seeks to give government officers
practical and theory insights into the issues

they confront in eradicating IUU fishing.



SAMBUTAN

Welcoming Remarks

ANTAM NOVAMBAR

SECRETARY GENERAL OF
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

IUU Fishing merupakan suatu fenomena
global yang berdampak pada kerusakan
lingkungan dan sosial ekonomi. Sampai

IUU fishing is a global phenomenon
which causes environmental and socio-

economic damage. Until now, 1UU

saat ini, I[UU Fishing masih menjadi
salah satu ancaman terbesar bagi
ekosistem laut, terutama bagi
kelestarian sumber daya ikan dan
keanekaragaman hayati laut. Tidak
hanya itu, penurunan stok ikan yang
diakibatkan oleh tindakan [UU Fishing
juga secara langsung memengaruhi
jumlah tangkapan nelayan lokal yang
menggantungkan hidupnya pada
perikanan tangkap skala kecil. Untuk

itu, sebagai upaya untuk menghentikan

praktik [UU Fishing, kerja sama dan
koordinasi yang baik antar negara-
negara melalui kerja sama bilateral,
regional dan multilateral sangatlah
diperlukan.

Berbagai upaya telah dilakukan dan
inisiasi telah dibentuk oleh negara-
negara, baik melalui forum bilateral,
regional dan multilateral, guna
meningkatkan koordinasi dan
memperkuat kolaborasi dalam
memerangi IUU Fishing.

Fishing remains one of the greatest
threats to marine ecosystem, especially
for the preservation of fish resources
and marine biodiversity. Adding to that
matter, the depletion in fish stocks
caused by IUU Fishing also directly
affects the total catch of local
fishermen who depend their livelihoods
on small-scale fishing. In order to put
a stop on IUU Fishing practices, solid
cooperation and coordination between
countries through bilateral, regional
and multilateral cooperation are most

needed.

Numerous efforts have been made, and
initiatives have been formed by
countries though bilateral, regional,
and multilateral forum in order to
improve coordination and strengthen
collaboration in combating 1UU

Fishing.




Namun demikian, adanya pandemi
Covid-19 semakin menambah
tantangan dalam memerangi IUU
Fishing, dimana keterbatasan
operasional dalam pemantauan dan
pengawasan di masa pandemi
menyebabkan meningkatnya praktik
IUU Fishing.

Oleh karena itu, program peningkatan
kapasitas bagi para praktisi melalui
pertukaran informasi terkait praktik
terbaik dalam penanggulangan IUU
Fishing di tengah pandemi Covid-19
oleh negara-negara dapat menjadi
langkah strategis guna menemukan
metode terbaik.

Melalui workshop ‘Eradication of
Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing for Regional Plan of Action to
Promote Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU Fishing in the
Region (RPOA-IUU) Participating
Countries and Pacific Countries.” yang
diselenggarakan secara virtual pada 9-
11 Agustus 2021, diharapkan dapat
dibangun pemahaman bersama terkait
aspek-aspek dalam pemberantasan IUU
Fishing dan kolaborasi antar negara
dapat meningkat untuk mencegah dan
memerangi praktik IUU Fishing.

However, the Covid-19 pandemic has
added one more challenge in fighting
against IUU Fishing, in which
operational limitations in monitoring
and surveillance during the pandemic
have led to the increased number of

ITUU fishing practices.

Therefore, the capacity building
program for practitioners through the
exchange of information related to best
practice in handling IUU Fishing in the
midst of the Covid-19 pandemic by
countries can be a strategic measure to
find the best method.

Through the International Workshop on
Eradication of Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing for Regional Plans
of Action to Promote Responsible
Fishing Practices Including Combating
IUU Fishing in the Region (RPOA-1UU)
Participating Countries and Pacific

'

Countries." which was held virtually on
9-11 August 2021, it is hoped that a
mutual understanding regarding
aspects in eradication of IUU Fishing
can be formed and collaboration
between countries can be strenghtened
to prevent and combat the practice of

IUU Fishing.
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LATAR BELAKANG

Background

IUU Fishing adalah
fenomena global dengan
konsekuensi lingkungan
dan sosial ekonomi yang
menghancurkan.1 Lautan
dunia dalam bahaya dan
populasiikan global
mengalami penurunan yang
serius. Laporan UN FAO
State of World Fisheries
and Aquaculture (SOFIA)
2014 menemukan bahwa
90,1% dari stok ikan dunia
telah dieksploitasi secara
penuh atau dieksploitasi
secara berlebihan. [UU
Fishing menyumbang 20%
(11 hingga 25 juta metrik
ton ikan) dari tangkapan
global®. 1UU Fishing
mengancam 260 juta
pekerjaan global yang
bergantung pada perikanan
laut dan merupakan
ancaman besar bagi lautan,
konsumen, dan bisnis
makanan laut di seluruh

.3
dunia.

IUU Fishing is a global
phenomenon with devastating
environmental and socio-
economic consequences.l The
world's ocean is in peril and
global fish populations are in
serious decline. The UN FAO
State of World Fisheries and
Aquaculture (SOFIA) 2014
report found that 90.1% of
the world’s fish stocks were
fully exploited or over-
exploited. IUU Fishing
accounts for 20% (11 to 25
million metric tons of fish) of
the global cateh . 1UU Fishing
threatens the 260 million
global jobs that are
dependent on marine fisheries
and is a major threat to the
oceans, consumers and
seafood businesses around

3
the world.

1.Damanaki, Maria, dan Lubchenco, Jane. (2011). Joint Statement between the European
Commission and the United States Government on Efforts to Combat Illegal, Unreported and

Unregulated (IUU) Fishing.

2.0ceana. (2013). Oceana Report released in Managing Our Nation's Fisheries Conference in

Washington, D.C. in 20183.

3.International Organization for Migration (IOM) Indonesia. (2016). Laporan mengenai perdagangan

orang, pekerja paksa, dan kejahatan perikanan dalam industri perikanan Indonesia




IUU Fishing juga berdampak besar
pada aspek sosial dan meningkatnya
potensi konflik akibat meningkatnya
persaingan di wilayah penangkapan
ikan. Selain itu, penurunan stok ikan
juga mengakibatkan peningkatan
pengangguran dari sektor perikanan
karena perusahaan harus mengurangi
jumlah awak kapal penangkap ikan

Praktik IUU Fishing seringkali
melibatkan jaringan lintas batas dan
tidak hanya terkait dengan kegiatan
illegal fishing, tetapijuga sering
dikaitkan dengan pelanggaran hukum
berat lainnya seperti pemalsuan
dokumen, penyuapan, penyelundupan,
perdagangan manusia, serta kerja
paksa. seperti kejahatan keuangan
seperti penipuan asuransi,
penggelapan, pajak dan pencucian
uang.

IUU Fishing also causes great impact on
social aspect and the increase in the
potential of conflict due to the increased
competition in fishing areas. Moreover, the
decline in fish stocks also results in an
increase in unemployment from the
[isheries sector since companies should
reduce the number of fishing boat crews.”

The practice of IUU Fishing often involves
cross-border network and not only it is
related with illegal fishing activities, but it
is also often linked to other serious law
violations such as falsification of
documents, bribery, smuggling, human
trafficking, forced labor as well as
Jinancial crimes such as insurance fraud,
embezzlement, taxes and money

laundering.

4. Sunyowati, Dina. (2014). "Dampak Kegiatan I[UU-Fishing di Indonesia" (makalah disampaikan pada Seminar
Nasional "Peran dan Upaya Penegak Hukum dan Pemangku Kepentingan Dalam Penanganan dan Pemberantasan
IUU Fishing di Wilayah Perbatasan Indonesia", kerjasama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan

Universitas Airlangga Surabaya, 22 September 2014) @




Sejumlah wilayah perairan dunia
memiliki tingkat kerawanan dan sering
menjadi sasaran para pelaku IUU
Fishing, seperti di Teluk Thailand, Laut
Cina Selatan, dan Sulu Sulawesi, Laut
Arafura dan Timor, Laut Karibia, Laut
Pasifik Selatan, dan Laut Afrika Barat.”
Mengingat sifatnya yang umumnya
tersembunyi, sulit untuk mengukur
secara tepat, tetapi perkiraan saat ini
menunjukkan kerugian ekonomi global
dari penangkapan ikan ilegal menelan
biaya hingga $23,5 miliar per tahun.®

A number of world territorial waters
possess a vulnerability level and are
often being targeted by IUU Fishing
perpetrators, such as in the Gulf of
Thailand, South China Sea, and Sulu
Sulawesi, Arafura and Timor Seas, the
Caribbean Sea, the South Pacific Sea,
and the West African Sea. Given its
generally concealed nature, it is
difficult to precisely quantify, but the
current estimates suggdest the global
economic losses of illegal fishing cost

up to $23.5 billion annually. ‘

5. Wilcox, C., Mann, V., Cannard, T., Ford, J., Hoshino, E. and Pascoe, S.,(2021). A review of illegal, unreported
and unregulated fishing issues and progress in the Asia-Pacific Fishery Commission region. Bangkok, FAO

and Hobart, CSIRO. https://doi.org/10.4060/cbh2640en

6. 0ECD-FAO-UNODC. (2016). Conference and Workshop on Improving Co-operation in the fight against fish

crime, 13-14 October 2016




Sebagai pengganti kejahatan
perikanan yang bersifat global
dan kompleks, pemberantasan
IUU fishing menuntut
kerjasama dan koordinasi yang
baik antar negara melalui
kerjasama bilateral, regional
dan multilateral. Berbagai
inisiasi didirikan oleh negara-
negara untuk memudahkan
kolaborasi dan koordinasi
dalam memerangi IUU Fishing.
Namun, pandemi Covid-19
telah mengganggu operasional
dan upaya kapasitas
pemantauan dan pengawasan.
Akibatnya, ruang lingkup IUU
Fishing tetap meningkat
karena keterbatasan operasi
reguler di atas kapal dan
inspeksi di pelabuhan dan di
laut.

Oleh karena itu, bertukar dan
berbagi informasi tentang cara
mengatasi tantangan
penanggulangan IUU Fishing di
tengah pandemi Covid-19
melalui pelaksanaan Workshop
virtual dapat menjadi langkah
strategis untuk meningkatkan
kapasitas para praktisi lUU
fishing.

In lieu of the global and complex
nature of fisheries crime,
combating IUU fishing demands
excellent collaboration and
coordination between countries
through bilateral, regional and
multilateral cooperation.
Numerous initiations were
established by countries to ease
collaboration and coordination
in combating 1UU fishing.
However, the covid-19 pandemic
has disrupted the operations and
efforts of monitoring and
surveillance capacity.
Consequently, the scope of [UU
[ishing remains increased due to
limitations of regular on-board
operations and in-port and at-

sea inspections.

Therefore, exchanging and
sharing information on how to
overcome the challenges of
tackling IUUF in the midst of the
Covid-19 pandemic through
conducting virtual Workshop
can be a strategical action to
elevate the capacity of [UU
[ishing practitioners.

ot
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Tujuan & Output
Objectives & Output

Tujuan: Objectives:

« Meningkatkan saling pengertian e To increase mutual understanding regarding
mengenai aspek pencegahan dan aspects in the prevention and eradication of
pemberantasan IUU Fishing; 1UU Fishing;

« Memperkuat kerja sama antarnegara e To strengthen cooperation amongst
peserta dalam pencegahan dan participating countries in the prevention and
pemberantasan IUU Fishing; dan eradication of IUU Fishing; and

« Memperkuat kerja sama antara e To strengthen cooperation amongst RPOA-
negara-negara Peserta RPOA-IUU dan IUU Participating countries and Pacific
Negara-negara Pasifik dalam Countries in the prevention and eradication
pencegahan dan pemberantasan [UU of IUU Fishing.

Fishing.




Output: Output:

« Berbagi pengetahuan dan e Sharing knowledge and information
informasi tentang dampak global of global impact of IUUF from
|UU Fishing dari sudut pandang economic and ecological view;
ekonomi dan ekologi; o Awareness of the need for increasing
« Kesadaran akan perlunya coordination amongst the
peningkatan koordinasi di antara participating countries to combat
negara-negara peserta untuk IUUF; and
memerangi IUU Fishing; dan e Opportunity of future collaboration
« Peluang kolaborasi di masa depan amongst the RPOA-IUU participating
antara negara-negara peserta countries and Pacific Countries in
RPOA-IUU dan Negara-negara combating IUUF.

Pasifik dalam memerangi IlUU
Fishing.
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PENDANAAN /Funding

Sumber dana kegiatan International
Workshop om Eradication of IUU Fishing for
Regional Plan of Action to Promote
Responsible Fishing Practice inclucing
Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-
IUU) Participating Countries and Pacific
Countries yang dilaksanakan secara virtual
pada tanggal 9-11 Agustus 2021, berasal
dari Non-Aligned Movement Centre for
South-South Technical Cooperation (NAM-
CSSTC) sebagai mitra penyelenggara.

Source of funding for the International
Workshop on Combating IUU Fishing for
Regional Action Plans to Promote
Responsible Fishing Practices including the
Eradication of IUU Fishing in the Territories
(RPOA-IUU) of Participating States and
Pacific States virtually held on 9-11 August
2021, comes from the Non-Aligned Movement
Centre for South-South Technical
Cooperation (NAM-CSSTC) as the organizing

partner.







2.
Penyelenggaraan

Workshop Description




KAPAL PENGAWAS PERIKANA




Waktu

Pelaksanaan
Time

Kegiatan International
Workshop on Eradication of
lllegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing to
Promote Responsible
Fishing Practices Including
Combating IUU Fishing in
the Region (RPOA-IUU)
Participating Countries and
Pacific Countries
diselenggarakan atas kerja
sama Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kementerian
Kelautan dan Perikanan
dengan Non-Aligned
Movement Center for
South-South Technical
Cooperation (NAM-CSSTC)
dan Kementerian Luar
Negeri pada tanggal 9-11
Agustus 2021 secara
virtual. Kegiatan
dilaksanakan dalam
kerangka program Kerja
Sama Selatan-Selatan dan
Triangular (KSST) tahun
2021.

The International Workshop on
Eradication of Illegal,
Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing to Promote
Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU
Fishing in the Region (RPOA-
[UU) Participating Countries
and Pacific Countries was
virtually held on 9-11 August
2021, in collaboration between
the Government of the Republic
of Indonesia c.q. The Ministry
of Marine Affairs and Fisheries
with the Non-Aligned
Movement Center for South-
South Technical Cooperation
(NAM-CSSTC) and the Ministry
of Foreign Affairs . The activity
is carried out under the
Jramework of the 2021 South-
South and Triangular
Cooperation (SSTC) program.




Workshop diikuti oleh 40 (empat
puluh) peserta dari 10 negara
RPOA-IUU (Australia, Brunei
Darussalam, Kamboja, Indonesia,
Malaysia, Papua Nugini, Piilipina,
Thailand, Timor-Leste dan Viet
Nam) serta dihadiri sejumlah
pakar dan praktisi perikanan dunia
yang berasal dari University of
Indonesia, Australian National
Centre for Ocean Resources and
Security (ANCORS) of Wollongong
University, FAO - Regional Asia
Pacific (RAP), Marine Stewardship
Council, INTERPOL, dan SEAFDEC.

Kegiatan International Workshop
dibuka bersama oleh Menteri
Kelautan dan Perikanan, RPOA-
|UU Secretariat Coordinator dan
Plt. DIrektur NAM CSSTC pada
tanggal 9 Agustus 2021.

The workshop was attended by 40
(forty) participants from 10 RPOA-
IUU Participating Countries
(Australia, Brunei Darussalam,
Cambodia, Indonesia, Malaysia,
Papua New Guinea, Philippines,
Thailand, Timor-Leste and Viet Nam)
and numbers of world fisheries
experts and practitioners namely
Jfrom the University of Indonesia,
Australian National Center for
Ocean Resources and Security
(ANCORYS) of Wollongong University,
FAO - Regional Asia Pacific (RAP),
Marine Stewardship Council,
INTERPOL, and SEAFDEC.

The International Workshop was
Jjointly opened by the Minister of
Marine Affairs and Fisheries, RPOA-
IUU Secretariat Coordinator and
Acting Director of NAM CSSTC on 9
August 2021.




MKP dalam pidatonya menyampaikan
apresiasi dan terima kasih atas kerja sama
yang terjalin antara KKP dengan NAM
CSSTC dan Sekretariat the Regional Plan
of Action to Promote Responsible Fishing
Practices including Combating IUU Fishing
(RPOA-IUU) sehingga penyelenggaraan
workshop dapat terlaksana dengan baik.
Penyelenggaraan workshop ini sendiri
merupakan bentuk komitmen untuk terus
mendorong kerja sama dengan negara-
negara di Kawasan dalam pemberantasan
IUU Fishing.

MKP menegaskan bahwa memerangi lUU
Fishing dalam berbagai keadaan bukan
hanya menjadi tanggung jawab satu
negara. Kerja sama antar negara
merupakan aspek penting dalam
pemberantasan IUU Fishing yang perlu
dijaga dan diperkuat.

BHKLN KKP ©2021

In his remarks, The Minister of Marine
Affairs and Fisheries expressed his
appreciation and gratitude upon the solid
cooperation between MMAF, NAM CSSTC
and the Secretariat of the Regional Plan of
Action to Promote Responsible Fishing
Practices including Combating [UU
Fishing (RPOA-IUU) for a proper and well-
organized workshop. The workshop
implementation was a form of
commitment in continuously promoting
the cooperation on eradication of IlUU

Fishing with countries in the region.

The Minister emphasized that combating
IUU fishing in various circumstances is
not only the responsibility of one country.
[t is the cooperation between countries
that is important in eradicating [lUU
fishing which needs to be maintained and
strengthened.




"Dalam perspektif kerja sama
pemberantasan IUU Fishing, Indonesia
memiliki komitmen yang jelas dan
kuat. Komitmen tersebut salah satunya
telah ditunjukkan melalui 14 tahun
perannya sebagai Sekretariat RPOA-
IUU", ujar MKP.

Kerjasama regional ini diharapkan dapat
memperkuat kebijakan yang diterapkan
oleh KKP dan berprinsip pada

keberlanjutan ekologis yang ada di laut.

"Within the perspective of cooperation
to eradicate IUU Fishing, Indonesia
has a clear and strong commitment.
One of the commitments has been
shown through its 14-year role as the
Secretariat of the RPOA-IUU", said the
Minister.

This regional cooperation is expected to
strengthen the policies implemented by the
MMAF and based on the principles of
sustainable ecology in the sea.




RPOA-IUU Secretariat Coordinator
dalam sambutan menyampaikan
bahwa Indonesia sebagai Sekretariat
RPOA-IUU telah bekerja bersama
dengan 11 negara anggota dan
beberapa organisasi mitra dalam
memperkuat kerja sama dan
menjaga semangat kebersamaan
dalam memberantas IUU Fishing.

Workshop ini diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman bersama
terkait aspek-aspek dalam
pemberantasan IUU Fishing dan
memperkuat kerja sama antar
negara, khususnya negara peserta
RPOA-IUU dan negara di kawasan
Pasifik untuk mencegah dan
memerangi praktik IUU Fishing.

Dengan adanya kesamaan
pemahaman dan semangat kerja
sama ini, diharapkan akan semakin
memperkuat upaya pemberantasan
IUU Fishing.

The RPOA-IUU Secretariat Coordinator
in his speech conveyed that Indonesia
as the RPOA-IUU Secretariat has
worked together with 11 member
countries and several partner
organizations in strengthening the
cooperation and maintaining the spirit
of togetherness in eradicating [lUU
Fishing.

The workshop was aimed to increase
mutual understanding regarding
aspects of IUU Fishing and to
strengthen cooperation amongst
participating countries especially
amongst RPOA-IUU Participating
countries and Pacific Countries in the
prevention and eradication of [UU
Fishing

With this common understanding and
spirit of cooperation, it is wished that
the efforts to eradicate IUU Fishing will
be strenghtened.




Sementaraitu, PIt. Direktur NAM
CSSTC pada sambutannya
menyampaikan bahwa tujuan NAM
CSSTC adalah untuk membantu
negara-negara berkembang
meningkatkan kapasitas nasional
dan kemandirian kolektif mereka. Di
antara elemen peningkatan
kapasitas nasional, NAM CSSTC
memprioritaskan peningkatan
kapasitas dan sumber daya untuk
pemantauan, pengendalian, dan
pengawasan yang efektif terhadap
IUU Fishing.

INTERNATIONAL
WORKSHOP ON

Meanwhile, the Acting Director of
NAM CSSTC mentioned that the NAM
CSSTC’s objective is to help developing
countries enhance their national
capacities and collective self-reliance.
Among the elements of enhancing
national capacities, NAM CSSTC
prioritize in increasing the capacity
and resources for effective monitoring,
control, and surveillance on IUU

fishing.




Kegiatan International Workshop on
Eradication of lllegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing to Promote
Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU Fishing in
the Region (RPOA-IUU) Participating
Countries and Pacific Countries,
diikuti oleh 40 (empat puluh) peserta
dari 10 (sepuluh) negara RPOA-IUU
(Australia, Brunei Darussalam,
Kamboja, Indonesia, Malaysia, Papua
Nugini, Piilipina, Thailand, Timor-
Leste dan Viet Nam). Rekapitulasi
peserta seperti pada lampiran.

) o Peserta /participants

The International Workshop on
Eradication of Illegal, Unreported and
Unregulated (IUU) Fishing to Promote
Responsible Fishing Practices Including
Combating IUU Fishing in the
Territories (RPOA-IUU) of Participating
Countries and Pacific Countries was
attended by 40 (forty) participants from
10 (ten) RPOA-1UU Participating
Countries (Australia, Brunei
Darussalam, Cambodia, Indonesia,
Malaysia, Papua New Guinea,
Philippines, Thailand, Timor-Leste and
Viet Nam). The recapitulation of
participants as in the appendix.
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Narasumber

Speakers

Narasumber International Workshop
on Eradication of lllegal, Unreported
and Unregulated (IUU) Fishing to
Promote Responsible Fishing
Practices Including Combating IUU
Fishing in the Region (RPOA-IUU)
Participating Countries and Pacific
Countries berjumlah 8 (delapan)
orang yang berasal dari University
of Indonesia, Australian National
Centre for Ocean Resources and
Security (ANCORS) of Wollongong
University, FAO - Regional Asia
Pacific (RAP), Marine Stewardship
Council, INTERPOL, SEAFDEC dan
Sekretariat RPOA-IUU. Rekapitulasi
Biodata Narasumber seperti pada
lampiran.

& AT
WORKSHOP O

The Speakers for the International
Workshop on Eradication of Illegal,
Unreported and Unregulated (I1UU)
Fishing to Promote Responsible
Fishing Practices Including
Combating IUU Fishing in the
Region (RPOA-IUU) Participating
Countries and Pacific Countries
comprised of 8 experts from the
University of Indonesia, Australian
National Center for Ocean
Resources and Security (ANCORS) of
Wollongong University, FAO -
Regional Asia Pacific (RAP), Marine
Stewardship Council, INTERPOL,
SEAFDEC and the RPOA-IUU
Secretariat. The data of Speakers'
Professional Background as in the
Appendix.




Sarana dan Prasarana

Facilities and Infrastructure

Sarana dan prasarana yang The facilities and
digunakan untuk mendukung infrastructure used to
efektifitas kegiatan support the workshop
workshop meliputi: laptop, include: laptops, LCD

LCD Proyektor, adapter, dan projectors, adapter, and LAN
jaringan kabel LAN. cable networks.

Metode Workshop

Workshop Methods
Metode workshop yang The workshop method used
digunakan dalam proses consisting of:
kegiatan terdiri dari: e Presentation of
« Paparan narasumber Speakers
- Paparan perwakilan negara e Presentation of Country
peserta Representatives

« Tanya-Jawab e Question and Answer




Proses Kegiatan

/Activities

Dey 1
9 August 2021

A Study of Global Loss of IUU Fishing by Dr.
Arie Afriansyah, Head of Center for
Sustainable Ocean Policy, Faculty of Law,
University of Indonesia

Implementation of Monitoring, Control,
and Surveillance by Prof. Alistair
Mcilgorm, Capacity Development
Leader, Australian National Centre for
Ocean Resources and Security

(ANCORS)

Q & A Session

Implementation of Port States Measures
by Simon FungeSmith, Senior Fishery
Office, FAO-RAP

Enhancement of Capacity to Improve Flag
State Performance by Dr. Camille
Goodman, Australian National Centre for
Ocean Resources and Security (ANCORS)

Q & A Session




Proses Kegiatan

/Activities
10 August 2021

Traceability of Fisheries Product and Market
Measure to Combat IUU Fishing by Ms.
Susan Lockhart, Supply Chain Standards
Director, Marine Stewardship Council

Modus Operandi IUU Fishing Fisheries
Related Crime by Mr. Stuart Beban,
Criminal Intelligence Analyst, INTERPOL

Q & A Session

Regional Capacity Building to Combat IUU
Fishing by Mr. Kongpathai Saraphaivanich,
Head of Training and Information Section,
SEAFDEC

Lesson Learned of Regional Effort to
Combat IUU Fishing in the South-East Asia:
RPOA-IUU by Matheus Eko Rudianto,
RPOA-IUU Secretariat

Q & A Session




Proses Kegiatan

/Activities

Dey 3
11 August 2021

Para perwakilan negara menyampaikan paparan
terkait Best Practice in Handling IUU Fishing di
negara masing-masing. Melalui sesi ini para
peserta saling bertukar informasi terkait upaya-
upaya terbaik yang telah dilakukan negara
peserta untuk memerangi penangkapan ikan
ilegal.

Selain itu, para peserta juga saling bertukar
pandang terkait upaya terbaik untuk memerangi
IUU Fishing selama masa pandemi Covid-19
seperti melakukan digitalisasi dalam penerbitan
izin atau sertfikat. Melalui sesi Sharing Best
Practice ini ditemukan pandangan yang sama
dari para peserta akan pentingnya peningkatan
kerja sama antar negara untuk melawan IUU
Fishing, baik melalui kerja sama bilateral atau
multilateral. Salah satunya memperkuat kerja
sama di forum regional seperti RPOA IUU atau
forum lainnya.

Best Practices in Handling )
IUUF - Philippines

Sandra Victoria R. Arcamo, Atty. Michael Andayog,

and Crejay Lacena*
nregulated Fishing for Regional

*presentor

I Workshop on Eradication of I,
Unregulated Fishing in the RPOA- and
‘ acific Participating Countries

9-T1 August 2021

BAT;J(;’,
PANDEM ¢ cov,,,‘ff:'s"'""' DURING

Y0reported ang 1,
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The country representatives delivered
presentations related to Best Practice in
Handling IUU Fishing in their respective
countries. Through this session, participants
exchanged information regarding the best efforts
of participating countries to combat illegal
fishing.

In addition, the participants also exchanged
views on the best efforts to eradicate [UU Fishing
in the midst of Covid-19 pandemic, such as
digitalization of the issuance of permits or
certificates. Through this Sharing Best Practice
session, the participants shared the same view
on the importance of strengthening cooperation
between countries to combat [UU Fishing
through bilateral or multilateral cooperation.
One of the ways is to strengthen cooperation in
regional forum such as the RPOA IUU or other

Sforums.

International Workshop on Eradi€ation of lllegal, Unreported an

of Action to Promote Responsible

Fishing Practices Including Cofibating IUU Fishing in the Region
(RPOA-IUV) Participating C@lintries and Pacific Countries

9-11 August 2021
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Kesimpulan

International Workshop on
Eradication of lllegal,
Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing to Promote
Responsible Fishing
Practices Including
Combating IUU Fishing in the
Region (RPOA-IUU)
Participating Countries and
Pacific Countries telah
diselenggarakan oleh
Pemerintah Republik
Indonesia c.q. Kementerian
Kelautan dan Perikanan
bekerja sama dengan Non-
Aligned Movement Center
for South-South Technical
Cooperation (NAM-CSSTC)
dan Kementerian Luar Negeri
dalam kerangka pelaksanaan
program Kerja Sama Selatan-
Selatan dan Triangular
(KSST) tahun 2021.

Conclusion

The International Workshop on
Eradication of Illegal,
Unreported and Unregulated
(IUU) Fishing to Promote
Responsible Fishing Practices
Including Combating IlUU
Fishing in the Region (RPOA-
IUU) Participating Countries
and Pacific Countries was held
by the Government of the
Republic of Indonesia c.q. The
Ministry of Marine Affairs and
Fisheries collaborated with the
Non-Aligned Movement Center
for South-South Technical
Cooperation (NAM-CSSTC) and
the Ministry of Foreign Affairs
in the framework of South-
South and Triangular
Cooperation (SSTC) 2021
program.




Workshop ini diharapkan dapat
semakin memperkuat kerja sama
diantara negara-negara RPOA-IUU,
meningkatkan pemahaman bersama
terkait aspek-aspek dalam
pemberantasan IUU Fishing serta
kolaborasi antar negara dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan
praktik IUU Fishing.

Terdapat beberapa kesimpulan
mencakup aspek pendanaan dan
evaluasi kegiatan.

a. Aspek pendanaan

 Pendanaan kegiatan workshop
untuk negara RPOA-IUU dan Asia
Pasifik sepenuhnya bersumber
dari anggaran NAM-CSSTC, dan
KKP bertindak selalu pelaksana
teknis kegiatan.

« Pendanaan kegiatan KSS ke
depan, yang sebelumnya
tersebar di berbagai
Kementerian/Lembaga menjadi
terpusat dengan mekanisme
pooling fund yang dikelola oleh
Kementerian Keuangan dimana
pelaksana program/kegiatan
KSS adalah
Kementerian/Lembaga, atau
kegiatan KSS dapat didanai oleh
pihak Ketiga.

The workshop is expected to further
strengthen cooperation between
RPOA-IUU Participating Countries,
increase mutual understanding
regarding aspects in eradication of
IUU Fishing and collaboration
between countries in efforts to prevent
and handle IUU fishing practices.

There are several conclusions
covering aspects of funding and
workshop evaluation.

a. Funding

e The international workshop for
RPOA-IUU Participating
Countries and Asia Pacific
Countries is fully funded by the
NAM-CSSTC, and the MMAF acts
as the technical implementer.

e The budget for future SSC
activities, which was previously
owned by
Ministries/Institutions, will be
consolidated under a pooling
Jund mechanism managed by
the Ministry of Finance in which
the SSC program/activities
implementer are the
Ministries/Institutions, or the
SSC can also be funded by a
third party.




b. Aspek evaluasi pelaksanaan

kegiatan

« Evaluasipelaksanaan
workshop dilakukan melalui
penyampaian kuesioner
evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang disampaikan kepada
peserta melalui link yang
diberikan pada saat hari ketiga
pelaksanaan kegiatan.

« Dari hasil kuesioner diperoleh
data

1.Secara keseluruhan
kegiatan workshop
memberikan manfaat untuk
meningkatkan pengetahuan
peserta yang berguna
dalam pelaksanaan
pekerjaan dan menjadi
referensi dalam
penyusunan kebijakan.

2.Kegiatan diharapkan dapat
dijadwalkan secara berkala
atau penyelenggaraan
workshop/peningkatan
kapasitas lainnya yang
dapat melibatkan
pemangku kepentingan dari
sisi industri/pengguna hasil
perikanan.

b. Workshop evaluation

e The workshop evaluation is
carried out through the online
evaluation questionnaire which is
filled out by the participants via
the link provided on the third day
of the workshop.

e From the questionnaire, the
obtained data were as follows:

1.Overall, the workshop has
Sfurther improved participants'
capacity by increasing the
knowledge which can be useful
in managing the work task,
and the gained knowledge can
also be used as a reference in

policy making preparation.

2.The workshop or any other

Sform of capacity building
program is highly suggested to
be carried out periodically and
involve wide range of
stakeholders from the
industrial sector/the consumer
of fishery products.
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Agenda

Dey 1

Time Agenda Speakers
(GMT +7)
08.00-08.10 am Introduction MC
08.10-08.20 am Opening Session
e  Welcoming Remarks: Overview RPOA-IUU Secretariat Coordinator/ Executive
and Introduction of RPOA-IUU  Secretary of Directorate General of Surveillance
(5") for Marine and Fisheries Resource
Acting Director for Non-Aligned Movement
e  Opening Remarks: Overview Center for South-South Technical Cooperation
and Introduction of (NAM CSSTC)
International Work Shop (57)
08.20-08.30 am Keynote Speech Minister for Marine Affairs and Fisheries of the
Republic of Indonesia
Session 1

Moderator: Silvia Juliana Malau
Diplomat, Directorate for Technical Cooperation MOFA

08.30 — 09.00 am A Study of Global Loss of IUU
Fishing

09.00- 09.30 am Implementation of Monitoring,
Control, and Surveillance

09.30 - 10.00 am Q&A

10.00 - 10. 10 am

Session 2

Moderator: Silvia Juliana Malau

Diplomat, Directorate for Technical Cooperation MOFA

10,10 - 10,40 am Implementation of Port States

Measures
10.40 - 11.10 am Enhancement of Capacity to
Improve Flag State Performance
11.10 — 11.40 am Q&A
11.40 — 11.50 am Wrap Up
11.50-11.55 Closing

Dr. Arie Afriansyah, Head of Center for
Sustainable Ocean Policy, Faculty of Law,
University of Indonesia

Prof. Alistair Mcilgorm, Capacity Development
Leader, Australian National Centre for Ocean
Resources and Security (ANCORS)

Moderator:  Silvia Juliana Malau. Directorate
for Technical Cooperation MOFA

Break

Simon FungeSmith, Senior Fishery Office,
FAQ-RAP

Dr. Camille Goodman
Australian National Centre for Ocean Resources
and Security (ANCORS)

Moderator:  Silvia Juliana Malau, Diplomat,
Directorate for Technical Cooperation MOFA
Moderator: Silvia Juliana Malau, Diplomat,
Directorate for Technical Cooperation MOFA
MC




Agenda

Dey 2

Time Agenda Speakers
(GMT +7)
08.00-08.10 am  Opening MC

Session 1
Moderator: Aulia Riza Farhan, 8.T., M.Sci.Tech., Ph. D
Deputy Director of Monitoring and Operational Patrol Vessels

08.10 — 08.40 am Traceability of Fisheries Ms. Susan Lockhart, Supply Chain Standards
Product and Market Director, Marine Stewardship Council
Measures to combat [UU
Fishing
08.40 - 09.10 am Modus Operandi IUU Fishing Mr. Stuart Beban, Criminal Intelligence Analyst,
INTERPOL
Fisheries Related Crime
09.10 - 09.40 am Q&A Aulia Riza Farhan, 8.T., M.Sci.Tech., Ph. D
Deputy Director of Monitoring and Operational Patrol
Vessels
09.50 -10.00 am Break
Session 2

Moderator: Aulia Riza Farhan, S8.T., M.Sci.Tech., Ph. D
Deputy Director of Monitoring and Operational Patrol Vessels

10.00—-10.30 am Regional Capacity Building  Mr. Kongpathai Saraphaivanich, Head of Training and
Information Section, SEAFDEC
Combat [UU Fishing
10.30 — 11.00 am Lesson learned of Regional Matheus Eko Rudianto, M.Bus.IT-RPOA-TUU
Effort to combat [UUF in the :tariat
South-East Asia: RPOA-IUU
11.00 - 11.30 am Q&A Aulia Riza Farhan, 5.T., M.Sci.Tech., Ph. D
Deputy Director of Monitoring and Operational Patrol
Vessels

11.30 - 11.40 am Wrap Up Aulia Riza Farhan, $.T., M.Sci.Tech., Ph. D
Deputy Director of Monitoring and Operational Patrol
Vessels

11.45-11.50 am  Closing MC




Agenda

Dey 3

Time Agenda Speakers
_ (GMT +7)
08.00 — 08.10 am Opening MC

Sessionl. Best Practice in Handling IUUF: Lesson Learned from Participating Countries
Moderator: Arif Hidayatulloh

Head of Legal, Organization, and Public Relation Division, Secretariat of Directorate General
of Surveillance for Marine and Fisheries Resource

08.10 — 08.35 am Australia, Brunei Darussalam, Country Participant
Cambodia, Indonesia, Malaysia
08.35—09.00 am Q&A Muoderator: Arif Hidayatulloh
Head of Legal, Organization, and Public
Relation Division, Secretariat of
Directorate General of Surveillance for
Marine and Fisheries Resource

Session 2. Best Practice in Handling IUUF: Lesson Learned from Participating Countries
Moderator: Arif Hidayatulloh

Head of Legal, Organization, and Public Relation Division, Secretariat of Directorate General
of Surveillance for Marine and Fisheries Resource

09.00 — 09.25 am Philippines, Papua New Guinea, Country Participant
Thailand, Timor-Leste, Viet
Nam
09.25—-09.50 am Q&A Moderator: Arif Hidayatulloh
Head of Legal, Organization, and Public
Relation Division, Secretariat of
Directorate General of Surveillance for
Marine and Fisheries Resource

09.50-10.00 am Wrap Up Moderator:  Arif Hidayatulloh
Head of Legal, Organization, and Public
Relation Division, Secretariat of
Directorate General of Surveillance for

Marine and Fisheries Resource
10.00-10.05 am Closing MC




Narasumber /spcakers

ARIE AFRIANSYAH

HEAD OF CENTRE FOR SUSTAINABLE
OCEAN POLICY, FACULTY OF LAW,
UNIVERSITY OF INDONESIA

Arie Afriansyah is an Associate Professor at the Faculty of
Law Universitas Indonesia. Besides teaching duties,
currently he is also the Chairman of Center for Sustainable
Ocean Policy Faculty of Law Universitas Indonesia; the Editor
in Chief of Indonesian Journal of International Law (1JIL); the
Editor in Chief of Indonesia Yearbook of International Law
(IndoYBIL); and Editor of ASEAN Journal of Community
Engagement (AJCE). He is also the President of Indonesian
Society of International Law Lecturers (ISILL) and Executive
Council Member of the Asian Society of International Law
(AsianSIL

SIMON FUNGESMITH
SENIOR FISHERY OFFICE, FAO-RAP

Simon Funge-Smith'’s professional career spans both
fisheries and aquaculture development, with 27 years of
experience working in Asia. This work has covered marine
and inland fisheries development, extensive and intensive
aquaculture, rural development and their associated
livelihoods. His work also covers emergency response and
rehabilitation to natural and complex disasters. His work
in the regional policy environment complemented this, as
secretary of a regional fishery body (the Asia-Pacific
Fishery Commission) and over 16 years of active
experience of working with intergovernmental
organizations (APFIC, FAO, UNEP, UNDP, NACA, SEAFDEC,
BOBP-IGO, INFOFISH, MRC, ASEAN).

PROF. ALISTAIR MCLLGORM

CAPACITY DEVELOPMENT LEADER, AUSTRALIAN
NATIONAL CENTRE FOR OCEAN RESOURCES AND
SECURITY (ANCORS)

Alistair Mcllgorm is a full time Professor at Australian National Centre
for Ocean Resources and Security (ANCORS), University of
Wollongong, Australia specialising marine and fisheries economics,
management and capacity development. He has a BSc Fishery
Science (Plymouth), MSc Sea-Use Law, Economics and Policy (LSE)
and PhD Economics (Queensland).

His career in fisheries has been with the Australian Maritime College
(AMC 1987-1997), principal fishery economic consultant and
managing Director of Dominion Consulting Pty Ltd (1997 to 2004) and
formerly Professor and Director of the National Marine Science Centre
(2005-2010), Coffs Harbour, NSW

DR. CAMILLE GOODMAN

AUSTRALIAN NATIONAL CENTRE FOR OCEAN
RESOURCES AND SECURITY (ANCORS)

Dr Camille Goodman joined the Australian National Centre for Ocean
Resources and Security (ANCORS) at the University of Wollongong as a
Senior Lecturer in March 2021. She is also a Visiting Fellow at the ANU
College of Law, where she completed her PhD in 2019. From 2005 to
2020, Camille worked at the Commonwealth Attorney-General's
Department, primarily in the Office of International Law, where she
provided legal and policy advice to the Australian Government on a
wide range of public international law issues, with a particular focus on
law of the sea and international fisheries law.




SUSAN LOCKHART

SUPPLY CHAIN STANDARDS DIRECTOR,
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL

She has a BSc in Food Science and over 30 years’ experience
in the food industry, working with and across complex
supply chains in food manufacturing, retail, and supply
chain standards development.

Sue’s career to date has been marked by a natural curiosity
about how our food is produced and a passion to provide
consumers with safe, nutritious, and tasty food and drink
that is sustainably sourced.

UL Finhing for the RPOA-IUU Participating Count
eries (Aantrala, Brunel Darvualam, Cambodia, In
. Papua New Guinea, Thalland, Timor-Leste, and
Pacic Countries [5~*- == Islands and Palau)

e e

STUART BEBAN

CRIMINAL INTELLIGENCE ANALYST,
INTERPOL

Mr. Beban is a criminal intelligence analyst in Environmental
Security at the INTERPOL office in Singapore. He has been in
this role for three and a half years mainly looking at
transnational crimes related to forestry and fisheries. Prior to
joining INTERPOL, he worked for seven years as a law
enforcement officer at the Ministry for Primary Industries in
New Zealand where he specialized in complex fraud and
black market crimes.

KONGPATHAI SARAPHAIVANICH

HEAD OF TRAINING AND
INFORMATION SECTION, SEAFDEC

Mr.Kongpathai Saraphaivanich graduated from Faculty of
Fisheries, Kasetsart University, Thailand. He joined with the
Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC),
Training Department since 1999. He had experiences on
fishing gear technology, fishery management and fishery
information.

Presently, he is Head of Training and Information Section and
also project manager of “Strengthening Regional Cooperation
and Enhancing National Capacities to Eliminate IUU Fishing in
Southeast Asia” which implement three main activities such as
Regional Fishing Vessels Record, electronic Catch ASEAN
Documentation Scheme, and Regional Cooperation to
Support Implementation of Port State Measures.

MATHEUS EKO RUDIANTO, MBUS.IT
RPOA IUU SECRETARIAT

He has been working in the Ministry of Marine Affairs and
Fisheries for over 26 years. He is graduated from Master Degree
from Royal Institute of Technology, Melbourne and Master
Science in Information System and also expert in the field of
information system




Moderator

SILVIA JULIANA MALAU AULIA RIZA FARHAN, S.T.,
M.SCI.TECH., PH.D

DIPLOMAT, DIRECTORATE OF TECHNICAL DEPUTY DIRECTOR OF MONITORING AND OPERATIONAL

COOPERATION, MINISTRY OF FOREIGN PATROL VESSELS,MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND

AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA FISHERIES

ARIP HIDAYATULLOH

HEAD OF LEGAL, ORGANIZATION, AND
PUBLIC RELATION DIVISION
SECRETARIAT OF DIRECTORATE
GENERAL OF SURVEILLANCE FOR
MARINE AND FISHERIES RESOURCE
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND
FISHERIES, REPUBLIC OF INDONESIA AS
ALTERNATE RPOA-IUU SECRETARIAT
COORDINATOR




Peserta /Participants

No Negara/
Countries
1  Timor Leste (3)

2  Malaysia (3)

3 | Australia (4)

4 | Kamboia (1)

5 | Viet Nam (5)

Nama / Name

Ms. Maria Sarmento, Tae

Mr. Vasco Freitas

Mr. Pedro Rodrigues

Ms. Nur Eadhlina, Chan,
Mahadije, Chan

Mr. Mohamad Nur Hakim

Abdullah

Ms. Uraini Uang,

Duane Bridger

Adam Camilleri

Jaidan Stevens
Ms. Kerry Smith

Mr. Roitana, Buoy

Mrs.Nguyen Thi Trang
Nhung,

Mc Vu Duyen.Hai,
Deputy

Mr. Nguyen Bhu, Quoc

Mr Ha Le

Ms.Nguyen Mai Huong

Kementerian / Ministry
General Directorate of Fisheries,
Aquaculture and Marine Resources

General Directorate of Inspection for
Fisheries and Aguatic Resources

General Directorate of Fisheries,
Aquaculture and Marine Resources

Department of Fisheries
Department of Fisheries

Department of Fisheries

Department of Agriculture, Water and the
Environment

Department of Agriculture, Water and
the Environment

Department of Foreign Affairs and Trade

Australian Fisheries Management
Authority

Deputy Director General and IUUF Team
Leader, Fisheries Administration

Department of Science Technology and
International Cooperation, Directorate of
Fisheries (DFISH)

Director of Department of Capture
Fisheries, DFISH

Deputy Director of Department of

Fisheries Resources Surveillance,
DFSIH

Deputy Director of Center for Fisheries
Information, DIFISH

Official of Department of Science

Technology and International
Cooperation, DFISH




Peserta /Participants

6  Filipina (3) Mr. Crejay Lacena

Mr. Michael Andayog

Ms. Sandra Victoria
Arcamo

7  Thailand (4) Ms. Weeraya

Wongkarasin
Ms. Jitpisut Sanboopeng

Mr. Nitipol Boonniti

Mr. Kamonpan
Awaiwanont

8 Brunei
Darussalam (8)

Mr. Irwan Haiji
Mohammad Noor

Mr. Sheikh Al Idrus
Sheikh Haji Nikman

Ms. Amela Ayu Ashikin
Haji Osman

Mr. Raihan Haji Marsidi

Mr. Khairul Abidin
Ahmad

Mr. Haji Muhammad
Faisal Haji Adam

Mr. Pangiran
Mohammad Hafiz
Redzuan Pangeran
Jamaluddin

Mr. Aisham Haji Awang
Besar

9 PNG (2) Mr. Mark B. Bangkoma

Mr. Charlie Jhon

10  Indonesia (7) Mr. Sherief Maroinie

Mr. Sahono Budianto

Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources

Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources

Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources

Department of Fisheries

Department of Fisheries

Department of Fisheries

Marine and Fisheries Research and
Development Division (MFRDD)-
Department of Fisheries (DOF)

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

Department of Fisheries, Ministry of
Primary Resources and Tourism

National Fisheries Authority
MNational Fisheries Authority

Ministry of Marine Affairs of Fisheries

Ministry of Marine Affairs of Fisheries




Peserta /Participants

Ms. Purihitajati Widodo
Mr. Saiful Bahri
Ms. Yeni Maryani

Ms. Hedhi Sugrito
Kuncoro

Mr. Hendri Kurniawan

Ministry of Marine Affairs of Fisheries
Ministry of Marine Affairs of Fisheries
Ministry of Marine Affairs of Fisheries

Ministry of Marine Affairs of Fisheries

Ministry of Marine Affairs of Fisheries
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Focused on the study of estimating illegal fishing at sea
at Arafura and Timor Seas and other RPOA-IUU
Participating Countries

BASELINE ESTIMATES OF RPOA-IUU
PARTICIPATING COUNTRIES

Report for the Arafura-Timor Seas Ecosystem Action REVIEW OF NATIONAL POLICIES AND
SUPPORTING EFFORTS IN DEVELOPING TOOLS
REGULATION OF RPOA-IUU PARTICIPATING FOR THE FAO GLOBAL RECORD INITIATIVE COLLABORATIVE SURVEILLANCE BEST PRACTICES

Program Phase 2 (ATSEA-2) COUNTRIES AND LESSON LEARNED AGAINST IUU FISHING
Report for the Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Report for the Arafura-Timor Seas Ecosystem Action Report for the Arafura-Timor Seas Ecosystem Action

_ m—— — ——

Arie Afriansyah, Aknmad Solihin, Amira Bilgis, Jeremia Humolong Prasetya, (2021). Baseline Estimates of RPOA-IUU Participating Countries. Report
tothe Arafura and Timor Seas Ecosystem Action Phase 2 (ATSEA-2) Project, Bali, Indonesia. 72p
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RPOA-IUU and ATS

- e g e mp

4 = Rl Indonesia, Timor Leste, and Papua New Guinea
Indonesia Papua
Arafura Sea Guines
e ]
. o -
y’ e % S Timor Sea
e Australia
i’ Gulf of Carpenteria % r
Long Coastline Small-Scale Fisheries Tourism
o -
ool ] . .
; = The three countries shared the same interest to protect the natural resources
Australia o Philippines Australia due to the heavy reliance on the ocean wealth for many economic activities to
5 Si i . = =
Cambodia B indonesia sustain the livelihoods.
Indnne§|a Timor Leste Timor Leste
Malaysia Vietnam

Importance of Combatting IUU Fishing - Impacts

+ FAO through the 2018 report stated that 33.1 percent of the assessed fish stocks had been over-exploited globally in which previously reached 90.1 )
percent.

= Signif damage to the ion cycle and i the coral reef and other vulnerable marine ecosystems where it is breeding and
feeding grounds which lead to decreased the viability of fish stock

«In the longer-term, not only are fish scarce due to the depletion of fish stocks, but also marine ecosystems can no longer compromise typical ecosystem
functioning for fish to reproduce )

+ Around 59.7 million people were engaged in the primary sector of capture fisheries. h
« the impacts were directed to many people due to the decrease in the number of small-scale and artisanal fishers whose livelihoods relied heavily on the
natural resources offshore.
+undermines efforts from the legitimate fishermen which will promote irresponsible extraction of fishery resources
«impede sea safety while promoting criminal actions and the abuse of human rights )
A\

* An estimate by UNEP in 2014 suggested that IUU fishing results in lost annual revenues of between USD 11 and USD 30 billion globally.
+ Countries with a high level of IUU fishing will most likely experience trade sanctions.
«indirect impacts by reduclng income and eemployment both from the fishing and its associated industries such as food processing and packaging

+ depleted biodit dest d marine due to IUU fishing will also negatively impact the tourism sector, which relied by smaller island
countries




1 1 RPOA-IUU GOUNTRIES

The study offers a unique approach to quantifying law enforcement ability by
calculating loss avoided from respective law enforcement through vessels
apprehension, both domestic and foreign vessels. These data of vessels
apprehension (either proceed to the court or later released) are within the
RPOA-IUU participating countries between the last five years.

CSOP UI | Baseline Estimates of RPOA-IUU Participating Countries

2013
2013
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+ | DAIA-DRIVEN POLIGY

X

;| REMAINS IMPORTANI

» The lack of data hinders the policymakers from enacting
effective regulations and policies is one of the main
contributing factors to the thriving IUU activities.

« Despite the scarcity and the unavailability of the data from

several countries, estimates were made in this study for

volume and value loss.

« It shall be highlighted that there is a critical need to
complete the existing data gaps for more evidence-based
regulations and policies for RPOA-IUU participating
countries.

CSOP UI | Baseline Estimates of RPOA-IUU Participating Countries
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METHODOLOGY

e= cos)(‘f-by

FISH WEIGHT EQUIVALENT X NUMBER OF FISHING VESSELS
APPREHENDED FOR IUU FISHING X VESSEL TRIPS X FISH

PRICE/TONNES*
0,2 x Average GT/year >= 30
GT
USD $2/kgs Correspond to
— the average GT
Mahabror and Hidayat (2018) USD $2000/tonne >= 30 GT -> 3 trips

*For volume, omit the fish price variable

CSOP UI | Baseline Estimates of RPOA-IUU Participating Countries 06



Total volume loss avoided by
RPOA-IUU Participating Countries
between 2015-2019

HIGHESTVALUELOSS AVOIDED"PER"COUNTRY

@ '

USS 206 064.000 US$ 10. 258 776 US$70.150.800




GASE: PAPUA NEW GUINEA

***‘§ /|i|/| 1 33 apprehended vessels
* ‘

equivalent to

The highest surge of apprehension in 2018-2019

total in 5 (f

US$ 8. 776 300
/ 138 vessels

1388 IUHHBS




VALUE LOSS AVOIDED PER GOUNTRY

N/A ) ¢

US$ 508.800 C*= US$ 127.200 US$ 63.600
254 tonnes = 04 t0NNES <> 32 tonnes
8 vessels — ) 0S50S 1vessels

A4
~—

Data mostly acquired from the annual CCM report to the RPOA-IUU Secretariat within the year of 2015-2019




VESSELS TRAFFIG 2019 - 2020
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https://globalfishingwatch.org/map



DETAILS OF
FINDINGS (1)

Fish Waizht - > Apprehendad Valuve Loss (tonnes) Volyme Loss
i N e e e ss) (tonnes)
2015 | 53 ] 02 | 3 2000 USD 0 0
s |22262007] 53 T 02 [ 3 2000 13| USD 26300 413
20182009] 53 | 02 | 3 2000 5| usD 318000 159
TOTAL USD 1.144.800 =72
Fish Waight . X Apprehendad Value Loss (tonnss) Volsme Loss
Country Year Equivalent Trp | Priceftonne Vessals /vear Uss) (tonn=s)
204 | 53] 02 | 3 2 2| UsD 127200 6
2015 | 53 | 02 | 3 2 1 USD 63.600 2
RS 2016 | 53 | 02 | 3 2 USD 0 0
2008 | 53 | 02 | 3 2 3| USD 190.800 95
2009 | 53 | 02 | 3 2 2| USD 127200 6
TOTAL USD 508.800 254
- Fish Waisht - : Apprehendad Valuz Loss (tonnss) Volsme Loss
—— | e || o [ || BT @ss) Bt
2015 | 53 | 02 | 3 2 USD 0 0
2016 | 53 | 02 | 3 2 USD 0 0
. 2007_| 53 | 02 | 3 2 USD 0 0
Cambodaa 2008 | 53 | 02 | 3 2 3240| _USD 206.064.000 103032
2009 | 53 | 02 | 3 2 USD 0 0
TOTAL USD 206,064,000 103032
Fish Waight 5 x Apprehendad Valve Loss (tonnes) Volyme Loss
S e e | e [ e ss) (tonnes)
2015 [38] 02 | 3 2 172 __USD 10.799.280 5400
2016 |s084] 02 | 3 2 316] _ USD 20.527.704 10264
de s 2017_|s5108] 02 | 3 2 271|__USD 17925312 8963
2018 [5825] 02 | 3 2 70| USD 11134.800 5367
2019 | 57.8] 02 | 3 2 159] _ USD 9.871.680 4936
TOTAL USD 70.258.776 35130
Tt [ R s T s s
oy e T e v e ss) (tonges)
. USD 127200
USD 0
USD 0
USD 0
USD 0

USD 127.200




Fish Waight 2 < Apprehendad Valse Loss (tonnss) Volume Loss
Country Year Equivalent Trp | Price/tonne Vessals /year (USS) (tonnes)
2015 53 | 02 3 2000 UsSD 0 0
s 2016 53 | 02 3 2000 3 USD 381.600 191
‘g“".* i 2017 53 | 02 3 2000 USD 0 0
e 20182019 53 | 02 3 2000 133 USD 8.438.800 4229
TOTAL USD 8.840.400 4420
= Fish Waight . . Apprahendad Valse Loss (tonnss) Volume Loss
i R e e e Uss) {s)
2015 53 2 3 2000 USD 0 0
Philippines | 20162018 | 53 2 3 2000 1.103|  USD 70.150.800 35075
TOTAL USD 70.150.800 35075
Fish Waight X § Apprzhendad Valse Loss (tonnss) Volume Loss
s I s | B | e e Uss) )
= 20152018 53 | 02 3 2000 USD 0 0
i TOTAL USD 0 0
Fish Waight = . Apprzhendad Valse Loss (tonnss) Volume Loss
Country Year Rl Trip | Price'tonns Vsl Us$) R )
20152019 53 | 02 3 2000 USD 0 0
. TOTAL USD 0 0
Fish Waight s % Apprahendad Valse Loss (tonnss) Volume Loss
S e | e e e e e Uss) e
2015 53 | 02 3 2000 USD 0 0
2016 53 | 02 3 2000 USD 0 0
s 2017 53 | 02 3 2000 1 USD 63.600 32
S 2018 53 | 02 3 2000 USD 0 0
. 2009 | 53 | 02 | 3 2000 USD 0 0
TOTAL USD 63.600 32
Yoo | TRV | Tp | Pricetome e
20152019 53 | 02 3 USD 0
TOTAL UsSD 0
GRAND TOTAL USD 357.158.376




= o rno —

There are no standardized global or country level
formula to estimates value and volume of lUU
fishing

Unreported and unregulated fishing are lack of tangible data and
basis lead to complicated to calculation (further field obtained
data and close collaboration with NCU/Gov’t are needed).

Only 4 (four) vessels apprehended on the WPP-718, which
part of ATS region, within the last 5 year with estimated
prevented economic loss at US$ 685.200 or equivalent to
the 343 tonnes.

» Three highest number of detained vessels are coming from Cambodia, Indonesia,
and Philippines with US$ 206.064.000 or equivalent to 103.032 tonnes, US$
70.258.776 or equivalent to 35.130 tonnes, and US$ 70.150.800 or equivalent to
35.075 tonnes.

* The lowest catch from Timor Leste with an estimation of US$ 63.600 or equivalent 32 tonnes.

« Meanwhile, there is no data available for Singapore, Thailand, and Vietnam.

« Total of all countries is estimated to be US$ 357.158.376 or equivalent to 178.580 tonnes.




WAY
FORWARD

Stronger cooperation of legal
enforcement

Exchange data (incl. surveilance
data/information)

Finalisation delimited maritime
areas (Indonesia - Timor Leste)



Contact:
arie.afriansyah@ui.ac.id

THANK YOU!!!



International Workshop on Eradication of lllegal, Unreported and Unregulated
Fishing for Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices
Including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU) Participating Countries
and Pacific Countries

9-11 August 2021 [Virtual]




What is the FAO Port State
Measures Agreement?

The United Nations Food and Agriculture Organization
Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter,
and Eliminate lllegal, Unreported, and Unregulated
Fishing

Agreed in 2009 and entered into force on 5 June 2016

An international agreement that seeks to prevent I[UU
fishing through the adoption and implementation of
effective port state measures as a means of ensuring
the long-term conservation and sustainable use of living
marine resources.

The intention is that the Agreement will be applied
widely and effectively by countries, in their capacities as
port States, to foreign-flagged vessels seeking entry to,
or are in, a country’s ports.




Status of the PSMA

. Parties 1o the PSMA : 49
(including the EVU)

I Non-Party Signatories to the
PSMA: 4

Total of 69 Parties

6 RPOA members
have ratified or
acceded

Disclaimer: The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion
whatsoever on the part of FAO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the

delimitation of its frontiers and boundaries. Dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full
agreement



Timeline of International fisheries instruments and tools to combat IUU fishing

Binding Binding Global Record
Binding Binding UN Fish Stocks Port State VG- Marking
UNCLOS Compliance Agreement Rome Measures VG-Flag State SDGs VG-Catch

. of Fishin
Agreement Declaration Agreement Performance SDG 14 Documentation s
CCRF PSMA gear

1 4 II;IEFIFOW WATER

©
o

1982 1993 1995 2001 2005 2009 2014 2015 2017 2018
168 42 91 69
parties parties parties parties

Respectively instruments outline Flag State, Port State, Coastal State, Market State responsibilities
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The UN Sustainable
Development Goals link to R e B e B
combatting lUU | .

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

GOALS

1 LIFE
BELOW WATER

Adopted in 2015

SDG14 specifically indicates targets to commit to
combat IUU fishing and its drivers




LIFE
BELOW WATER

international

mechanisms and
tools directly
contribute to

achieving both of

N

Implementation of

fisheries instruments,

these SDG 14 Targets

-
Y

Target 14.4
By 2020, effectively regulate harvesting, and

end overfishing, illegal, unreported and
unregulated (IUU) fishing and destructive

fishing practices (...) to restore fish stocks (...) to

levels that can produce maximum sustainable
yield (...)

Target 14.6
By 2020, prohibit certain forms of fisheries

subsidies which contribute to overcapacity and
overfishing, eliminate subsidies that contribute

to illegal, unreported and unregulated (IlUU)
fishing (...)




There is political will

for implementing the
PSMA

4t Meeting of the Parties (MOP) to the PSMA
(Bali, Indonesia, 8-12 May 2023)

39 meeting PSMA Open-Ended Technical
Working Group on Information Exchange
(Tentatively June 2022)

PSMA Part 6 Working Group — Requirements
of Developing States

New PSMA Strategy Working Group
(Tentatively November 2022)

Also, PSMA Regional Coordination Meetings
Asia: 4-8 April 2022 & Pacific: 9-13 May 2022 (TBC) |
2



WA/N  Food and Agriculture
F 0) Organization of the
127 United Nations

Combatting IUU Fishing is
not just about the PSMA

A lot of the IUU fishing in the RPOA region is domestic or
conducted by neighbouring countries, unrelated to RFMO CMMs

The various international fisheries instruments and tools to
combat IUU fishing outline Flag State, Port State, Coastal State,
Market State responsibilities

Implementing these can do much to combat all forms of IUU
fishing and requires actions by
* Flag States, Port States, Coastal States, Market States
http://www.fao.org/3/cb2640en/cb2640en.pdf
Requires agreement and commitment to coordinate and share
information
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lUU Hotspots identified in the RPOA region and adjoining
areas

Food and Agriculture ‘
Organization of the J IEF
United Nations
! D Al
.
! L ¥ :A ; T ‘ {
e =
N A -
A 0 1,000 2,000 Kilometers
http://www.fao.org/3/cb2640en/cb2640en.pdf
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FAO capacity
development to
support
implementation

of the PSMA
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Successfully implementing the PSMA and combatting
lUU Fishing requires capacity and resources

Effective
- : Enforcement
Capacity to enforce regulations & legal and
Take action and prosecute institutional

framework



Principal objectives of
the FAO PSMA support
Programme

Strengthened and effective implementation of
PSMA and complementary international
instruments and regional mechanisms to combat
IUU fishing

Improved detection of IUU fishing incidents,
effective enforcement action against IUU fishing

operators

Trawlers in port - the barrels allow storage of
fish and easy unloading or transhipment

Improved performance and fulfilment of
international obligations as port, flag, coastal
and market States

Goal: Reduced levels of IUU fishing and
sustainable fisheries



Three main areas for Capacity Polcy and
Development for Combatting IUU ceaen
fishing

» Policy and legislation / \
[ (o
Training

» MCS and operational
procedures “

> Institutional set up and
capacity

Institutional

set-up and
capacity

!,
Vo)

MCS and
Operational
procedures



Three main areas for Capacity Development for
Combatting IUU fishing (cont.)

Policy and legislation

1. Accession to PSMA

(designated ports,
contact points)
NPOA-IUU or equivalent
policy document
Reformed legal
framework in line with
requirements of PSMA

Institutional set up and
capacity

Formalized interagency
mechanism

SOPs for all PSMA-
related operations

MCS tools: for risk
assessment, monitoring,
analysis, ...

Trained inspectors

MCS and operational
procedures

Active regional and
global information-
sharing & cooperation
Global Record of
fishing vessels

Global Information
Exchange Programme
Monitoring of flagged
vessels



FAO Global PSMA Support
Programme (since 2017)

43 countries (2017-2021)*

e Support to implement the PSMA and
flag, coastal and market State
responsibilities

* Currently 11 projects (approx. 20
million USD) funded by the EU,
Germany, Iceland, Norway, Rep.
Korea, Spain, Sweden and USA*

*By 23.06.2021




FAO Capacity Development
support to RPOA countries

* National Strategy and Roadmap

* In-country Assistance
* Policy / Legislation
* MCS / Enforcement

* International Training
* Legal
* Port Inspection

* Ongoing work Planning for follow up
support




Implementation achievements during technical

assistance

PSMA ratifications/accessions
Countries designating ports
Countries designating contact points
NPOA-IUU or equivalent

Law revised

MCS-related regulations adopted

Interagency mechansims to support...
MCS-related Standard Operating...

Risk assessment tools and procedures

Trained fisheries inspectors in adequate...
Global Record: Countries uploading flagged...
Active sharing of vessel and licensing...
Reporting of fishing operations by flagged...

I Rest of world full achievement

W Asia-Pacific full achievement

. |
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Rest of world partial achievement

W Asia-Pacific partial achievement

12

Roll out of programme
successful...

..but relatively less

activity in Asia-Pacific

Partially reflects other
support programmes in
the region




Information sharing
is a crucial part for
successful
implementation of
the PSMA

. Tuna longliners tied up in port




PSMA information
exchange applications

 PSMA applications to share data on
Designated Ports and National Contact
Points (article 7 and 16)

e Currently:

e 525 Designated Ports (72 from 3
SE Asia)

e 54 National contact Points (6 from
SE Asia)

* Expected launch of :

* Global Vessel Record (Ver. 2) in early
2022

* Global Information Exchange System
(GIES) pilot —end of 2021

National transshipment vessel unloading in port




Global Information Exchange System (GIES)
application (article 15 and 16)

Prototype presented at 3rd Meeting of Parties, with preparations for launching GIES pilot
version (end of Q3)

Functionalities ot ene
Manual online forms gl
Components ' , . Public: general
. Automated connection o f ! |
Denial of entry or use of for near-real time i orm;atlon only I
: Limited access: on
port & withdrawal of exchange (Global Record; T — y
port denials National; Regional; : o ary
. information (risk
Inspection reports International) analysis)
Notifications (including
non-Parties, as relevant)

Search functionality

Full access: as per

Flag State actions :
Article 15




Regional vessel

National records FAO Global
information
systems i\ Record
(Flag State) — u —
) PUinC
Data/information
Manual / | access for GR
Direct Input .
(Flag State) — )
@ ; Register of
vessels >100GT O 4 c‘s;;‘ m:'aa ':Ze
~ IHSMT information infor‘:nation Flag
National information PSMA Global Information
systems Exchange System (GIES) u
(Port State)

Regional e-PSM
Systems

Manual/Direct rg 1 Other

ot - ——— e e relevant
(Port State) ‘ g g '

entities

®
Data / information
@ access fou' GIES U




Supporting the implementation of the PSMA and other
Global Record instruments to combat IUU fishing:

of Fishing Vessels, :

Refrigerated :
Transport Vessels and .
Supply Vessels :

00 QO

Verification of vessel and authorisation information
Risk analysis from historical and compliance information

Linkage between vessel and port State inspection
information and results

Parties and non-parties to international instruments
Other surveillance information (Coastal State)
Preparations for launching GR v2 (beginning of 2022)




Avoiding overlaps in capacity
development and assistance

The FAO PSMA support programme is one
initiative providing supportto PSMA
implementation

There are many other bilateral and regional
initiatives targeted at building capacity to
combat IUU fishing

FAO has developed a web-based “Capacity
Development Portal Application” database to
try to improve coordination of all the support

http://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-
development/en/

- Backgroun d International Framework Tools & Initiatives News & Events

re Users
C obtain
to ad
o
rma ! ce material, is prowded by the
projects’ Lead Implementing Institution. Please read the Disclalmer further down on
this page
© DISCLAWER
Partners
Government Offices of Sweden
g Ministry for Foreign Affairs
s ardine Search tood A, .««m d with ¢ nrn'-z a3htance of e Luropess Union and
D-"wrw-—o-v‘o The wiews enpressad IRerein (an s ne way be Laben 1o reflect ihe
ST L2l apirian of Dhe furepeas Uvin o Mbm ac-.u.n.u
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Search by
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+ Dates + Funding sources
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Global implementation of the PSMA

FUNDAMENTAL
ELEMENTS TO ELIMINATE
IUU FISHING

* Cooperation
* Transparency

 Compliance

NEXT CRITICAL STEPS

Develop the PSMA Global
Information Exchange System
and link to regional systems

International standards for the
regulation, control and
monitoring of transshipment
practices

Strengthened regional and
global information sharing
networks and cooperation

Mapping initiatives/support for
implementation PSMA




Linking systems: connections between IUU fishing and
crimes in the fishery sector

Fisheries MCS

Crime Surveillance /
Control Schemes

Other Inspection /
Control Schemes

o Crime associated
Fisheries-related g% ° with fisheries

crime (not connected to

(directly connected to fishing operations but

fishing operations) 0 0000000600606 0600 090 take place within the
fishing sector)




Development of Voluntary Guidelines on Transshipment

Concerns about risks that transshipment could | |
support IUU fishing other criminal activities o T use‘w-"7’
In-depth study concludes lack of MCS the risk S
of IUU caught fish entering the market

COFI 34 requests FAO to develop draft
Voluntary Guidelines for the regulation,
monitoring and control of transshipment
through Expert Consultation and Technical
Consultation

Objective of Voluntary Guidelines: Provide
assistance to develop transshipment
regulations or to review existing ones, with a
view to integrating these within the broader
regulatory framework




FAO/IMO/ILO JWG on IUU fishing and related matters

Recognize linkages
between vessel safety,
maritime security, labour
and working conditions
and (IUU) fishing

FAO
Sustainable and
responsible fisheries
PSMA
RFMO

Integration of PSM into
the broader system of

Port State Controls fishing and IMO
ILO related Maritime
Labour standards, matters safety & security,

Improve Interagency
cooperation at
national level

working conditions
in the fishing industry

protection of
marine environment

Labour control &

inspections Vessel port inspections



Thank You

Grateful acknowledgement: this
presentation was prepared with
slides and support provided by
FAO colleagues in the Fisheries
Global and Regional Processes
Team led by Matthew Camilleri




Traceability of fisheries product & market
measures to combat iuu fishing

Susan Lockhart
Supply Chain Standards Director
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Our vision

'\ Oceans teeming with l/fe

and seafood supplies
guarded for this and

fu ure generations.
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to use our ecolabel and fishery and
supply chain certification program to
contribute to the health of the world’s
oceans by:

1
‘

L/ e recognising and rewarding

sustainable fishing practices

luencing the choices people make
buying seafood

1 working with our partners to
transform the seafood market to a
sustainable basis.



MSC certification and ecolabelling

Retailers / brands / restaurants choose MSC
certified seafood

’ ‘ Traceable supply chains let consumers
Fisheries meeting the MSC - . know that seafood is from an MSC

Standard are independently certified fishery
certified as sustainable o

How we work with
fisheries, suppliers and
. retailers to encourage a '
more sustainable seafood
market

Consumers preferentially

purchase seafood with the
blue MSC label

More fisheries choose to
improve their practices and
volunteer to be assessed to

the MSC Standard

Market demand for MSC certified seafood increases




Our eco label as a sustainability tool

The concept

 Harnessing consumer power to create change in the market place.

What it involves

* Assessmentof the ecological performance of a fishery against a set standard.

* Promoting market support for sustainable seafood products from certified

fisheries through a label.

* Providing a framework and pathway for fishery improvement.
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Catalysing improvement




MSC AT A GLANCE

Globally-recognised seafood certification and labelling program

 Recognise and reward efforts to protect oceans and safeguard seafood
supplies for the future

-----------------------------------------------------------------------------

Over 400 fisheries certified to More than 18,000 products
the MSC Fisheries Standard sold with MSC ecolabel®

17.4% of global wild marine catch

engaged with our program = .
MSC certified sustainable seafood

Further 8% working towards products

certification

D E) G ED ED G ED GD G GED GD G Gb Gb Gb G Gb GD G G o
- Gh GP G GD GD G GD G GD G G Gb G G Gb G G G

i Around 38,000 sites selling i

*(2019/20)



TACKLING IUU
THROUGH OUR
PROGRAM




1) Fisheries Standard

Sustainable fish stocks
Minimising environmental
impact

Effective management

Chain of Custody Ecolabel Consumer

Certification Certification Licensing Product

2) Chain of Custody Standard

Principle 1 Principle 2 Principle 3 Principle 4

Companies must Certified products Certified products Certified products

purchase certified are clearly are separated are traceable and
product from a identifiable from non-certified volumes are

certified supplier recorded

Principle 5

Company’s
management system
addresses
requirements of the
Standard
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Addressing iuu — fisheries standar

-

-

compliance with relevant regulation

Effective management systems

Strict limitations on scope of fisheries
eligible

target stock must not be under pressure
from IUU

Effective traceability measures
Verified through Third party assessment
Publicly available reports

Surveillance audits
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Where does THE CHAIN OF CUSTOD

At or before the first sale 